PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR  TAHUN 2015

TENTANG

NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
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WALIKOTA BANJARBARU,
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l11hhun 2014 rentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

bahwa berdasarkan pertimbangsn sebagaimana dimeksud
dalam huruf o periu menetapkan Peraturan  Walikota
Banjarbaru  tentang Perubahan  Atas Peraturan  Walikota
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Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan
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Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambe
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 3822);
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Indonesia Tahun 2003
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6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
danRetdbudDamh(lmnbuﬂnNeganRepubﬁklndonuis
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

8, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolagn Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
wubmnNemezvubliklndoneﬁaNomor4502);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

10, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
‘dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubakan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, ‘Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

11, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

12, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
NomorS.TamhahlnumharanNegarachuhllk!ndonesh
Nomor 5272);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomeor 310);

_ 19, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

\ Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana teiah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30

‘Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

v Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian

Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
1 ‘ Pendapatan dan Belanja Dacrah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

20, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 680);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA  KOTA BANJARBARU TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR
| TAHUN 2015 TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal |

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2015
tentang Batas Jumlah Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun
Anggaran 2015 diubah sebagai berikut :

Setelah nomor 38 disisipkan 3 nomor, yaitu nomor 38a yang memuat batas jumlah
vang pada Bagian Keusngan Sekretariat Daerah sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga
puluh dua juts rupiah), nomor 38b yang memuat batas jumlah uang pada Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah sebesar Rp. 63.000.000,- (enam
puluh tiga juta rupiah) den nomor 38¢ yang memuat batas jumlah uang pada Bagian
Pertanahan Sekretariat Daerah sebesar Rp. 175.000.000,- {seratus tujuh puluh lima
juta rupiah) selanjutnya untuk nomor berikutnya menyesuaikan schingga secara
keselurahan berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini,
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DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
UTARA

UPT PEB P2 DAN EFHTS WILAYAH |
UPT PR P2 DAN BFHTE WILAYAH It
UPT PEMADAM KEBAKARAN
1 INGUJIAN KENDARAAN BERMOTUR

=

s = o]
T [DINAS FENDIDN Re 2900,
2 OR PERPUSTARAAN DAX ARSL? DAZRAN Wp  160,000.000,00
3 REGIATAN SELAJAR 6,000.000,00
4 |UPTD DINAS SENDIOIRAN WILAYAH 3 5.500.000,00
4 |UPTD DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1l $.500.000,00
¢ |DINAS XESEHATAN 1,500.000.000,00
Y SAKIT UMUN DAERAH (SKPDY) 295.000,000,00
B [FUSKESMAS BANJARBARU 45.000,000.00
5 BARJARBARY 45 000.000,00
10 [MOSKESMAS SURGAI BESAR 40,000.000.00
1! [FUSKESMAS CEMPAKA 65.000.000,00
12 5 GUNTUNG PAYUNG 55.000.000,00
8 40,000.000,00
§9,000.000,00
45.000.000,00
18.000.000,00
#14,000.000,00
200.000.000,00
PEMBANGUNAN $30.000,000,00
20 |DiNAS PERMUBUNGAN, XOMUNIKAS] DAN INFORMATIKA 220.000,000,00
21 |DINAY KEBZRSIHAN DAN PERTAMANAN 1.600.000.000,00
27 |BADAN LINGKUNGAN HIDUP 315.000,000.00
27 |BADAN KETAHANAN FANGAN DAN PELAKEANA PENTULUNAN PERTARIAK, PERIXANAN DAN KESEUTANAN 163,000.000,00
24 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PERCATATAN SIPIL 165.000.000,00
25 |BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA UERENCANA 240.000.000,00
27 |DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH 150,000.000,00
U8 |DINAS KEBUDAYAAN, PARIWIRATA, PEMUDA DANX OLAH HAGA 315,000.000,00
25 |BADAN KESATUAN BANOSA DAN POLITIK 125,000.000.00
30 |8 POLIS PAMONO FRAJA DAN FERLINDUNOAN MASYARAKAT 335.000,000,0
‘31 [SEKRETARIAT DAERAH - HAGIAN UMUM ) 1.040.000.000,00
22 |SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDARGAN 15.000.000,00
35 [SEKRETARIAT DAZEAH - BAGIAN £60.000.000,00
34 |SEKRETY DAXRAH - ORGANISASL 116.000.000,00
35 |{EZKRETAMIAT DAERAH - BAGIAN HUBUXOAN MASYARAKAT DAN FROTOROL 125.000,000,00
3 (RETARIAT DAERAH - PEMBANGURAN 112.500.000,00
37 |SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN KEMASYARARATAN HAKYAT 110.000.000,00
38 DAERAH - IAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
354 SEXRETAMIAT - BAGIAN KEUANGAN
260 SERRETARIAT DAERAK - BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
35, BEKRETARIAT DAERAN -
20 |SEXRETARIAT' ] L
€0 [DINAS FENDAPATAN PENGELOLAAN XEUANGAN DAN ASET DAXRAN
INSPEKTORAT
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T3 DADAN KEFEGAWALAN...






